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Doktor lImu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in

Economicsdari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor

&Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta i

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana
Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa
buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan
\\\Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

(Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan
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\pesertaterbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan
(PPRA) XLIXtahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional

' (Lemhannas) Rl yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta
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Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama
di mediaon-line. Silahkan email
dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web:
http://dadang-solihin.blogspot.com
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Materi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah

Penyusunan RPJMD

Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-
2019

Simulasi Penyelarasan RPIMD-RPJMN
Kegiatan Strategis Jangka Menengah
Nasional di Provinsi Banten

Multilateral Meeting
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Proses Perencanaan

Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

dadang-solihin.blogspot.com



Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

——

Dokumen Penetapan ngu-me’n
Rencana Pembangunan uu RencanaPembangunan
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangl(a Panjang Daerah
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)

Rencana Pembangunan Per Pres Kencana Pembangunan

Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) /yangka Menengah Daerah

Nasional I (RPJM-Daerah)

(RPJM-Nasional) J

Renstra Kementerian / Peraturan I Renstra Satuan Kerja

Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL | Perangkat Daerah (Renstra
(Ps. 19 Ayat 2) ‘\SKPD)

Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah

Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1)  Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Peraturan ReNcana Kerja Satuan Kerja

Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja

(Renja KL) (Ps.21Ayat1) SKPD) ~ -

-_—" e ==
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= Penetapan

Pecda
(Ps. 13 Ayat 2)
\
\
Peraturan KDH,
(Ps. 19 Ayat 3) \
\
|
Peraturan |
Pimpinan SKPD |
(Ps. 19 Ayat4) /
Peraturan KDH,
(Ps. 26 Ayat }{

Peraturafi
Pimpir;r(SKPD
(Pse21 Ayat 3)



Syarat Dokumen Perencanaan

. Specific:
. Measurable:
. Achievable:

. Relevant:

. Time Bond:

S.M.A.R.T

Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;

Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;

Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

dadang-solihin.blogspot.com 7



Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1.
2.

Tujuan akhir yang dikehendaki.

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Masalah-masalah yang dihadapi.

Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.

kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

dadang-solihin.blogspot.com



Fungsi/Manfaat Perencanaan

« Sebagal penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian

« Minimalisasi inefisiensi -~ l '
sumberdaya - %
« Penetapan standar dan l

pengawasan kualitas

»
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Apa ltu Pembangunan?

Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
= proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik |
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
_ pangan, sandang, papan, pelayanan
" melalw upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.

3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000

dadang-solihin.blogspot.com 11
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How?

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

= antar daerah

= antar sub daerah

= antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

dadang-solihin.blogspot.com 12



Tantangan dalam Pembangunan Daerah

* Mengurangi

Sarana dan )
ketimpangan

Prasarana yang
memadai dan
berkualitas

 Memberdayakan
masyarakat

* Mengentaskan
kemiskinan.

 Menambah lapangan
kerja.

Dunia usaha yg
kondusif

* Menjaga kelestarian
SDA

Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

.Koordinasi yang

semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas

SDM
dadang-solihin.blogspot.com 13




PEMBANGUNAN DAERAH * PEMBANGUNAN DI DAERAH

} l

Upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

Pemerintahan Daerah

masyarakat di seluruh daerah

kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan

| Sehingga tercipta suatu | Sehingga tercipta suatu
profesional dalam: masyarakat untuk:

» Menikmati kualitas kehidupan

= Memberikan pelayanan kepada _ _ _
yang lebih baik, maju, dan

masyarakat,

o her d tenteram,
Menge ol SUEy k] = Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri

dadang-solihin.blogspot.com 14



PEMBANGUNAN DAERAH

l Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan — | Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.

Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.

dadang-solihin.blogspot.com 15



Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government

= Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,

= Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.

Governance

Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

dadang-solihin.blogspot.com



Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance

Q Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

J Kontrol Kontrol
_ Pemerintah | Masyarakat
_ _ "
‘ Nilai T Redistibusi T
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

O Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

dadang-solihin.blogspot.com 17



Pelaku Pembangunan: Stakeholders

e m———————_
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~" STATE " CITIZENS

g Executive organized into:
Judiciary | Community-based organizations
," Legislature | Non-governmental organizations |
' Public service .----- Professional Associations
Military»”"/ Religious groups
e Women’s-groups /
Police . Median, -~
. Small / medium / large enterprises ,':
Multinational Corporations ~ /

Financial institutions
Stock exchange

-
~ -
S~ -
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Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

,,,,,,,,

Masyarakat,
‘' Bangsa, dan
: - Neg

dadang-solihin.blogspot.com 20



Sinergi Stakeholders
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Sinergi Stakeholders
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Apa itu RPJMD

 RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilin.

« Sebagail suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:

1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan

2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
Implementasinya.

dadang-solihin.blogspot.com 24



Apa itu RPJMD

RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapal dalam lima tahun mendatang;

2. Bagaimana mencapainya, dan;

3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.

dadang-solihin.blogspot.com 25



Substansi RPJMD

RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta

kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.
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Step by Step Penyusunan RPJMD
25 £

* eltiefe Penyusunan
Penyusunan Rancangan
Persiapan Rancangan Awal :
: Renstra SKPD Akhir RPIJMD

3 4 4 ‘

L 1 L

Tahap Penyusunan | Penetapan

Rancangan Akhir |
| Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada

...... - P
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1 3 Tahap Persiapan

© 00 N O O bk WDdPE

=
o

11.
12.

Orientasi Perencanaan Daerah

Pembentukan Tim Penyusun RPIJMD

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD

Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
Orientasi Renstra SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
|dentifikasi Stakeholder

Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik

Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD

Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD

Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD

13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPIJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
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* Tahap Penyusunan Rancangan

© XN O WDN

e
N — O

Awal RPJMD

Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan

Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan

Kajian terhadap RPJMD

Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
Analisis keuangan daerah

Kajian RTRW-D

Review RPJMD Provinsi dan Nasional

Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat

Formulasi Dok. Rancangan Awal RPIJMD

. FGDs untuk setiap Topik
. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD
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# Tahap Penyusunan Rancangan

© N O DR

ol
w N = o

Awal Renstra SKPD

Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
Penyusunan profil pelayanan RPIJMD& prediksi jangka menengah
Tupoksi SKPD

Perumusan Visi dan Misi RPJMD

Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
|dentifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
Pembahasan Forum SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
Musrenbang RPIJMD

Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

dadang-solihin.blogspot.com
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* Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

> W N e

RPJMD Daerah / Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPIJMD
Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

dadang-solihin.blogspot.com

31



# Tahap Penetapan Perda/Perkada

1.

N o Ok W

tentang RPJMD

Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten

Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten

Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD

Penetapan Ranperda menjadi Perda

Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan

Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

dadang-solihin.blogspot.com
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Langkah Penyusunan RPJMD

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal > SKPD Menyusun Renstra SKPD
® |

Program SKPD

RPJMD

a) Visi,Misi Kepala Daerah

b) Strategi Pembangunan Daerah
)

d)

Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Daerah Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD

e) Program SKPD

A

Bappeda menyusun

Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

b) Strategi Pembangunan Daerah

c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
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Kerangka RPJMD

W

o1

Arah kebijakan keuangan daerah
Strategi pembangunan daerah
Kebijakan umum

Program satuan kerja perangkat
daerah

Program lintas satuan kerja perangkat
daerah,

Program kewilayahan

Rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004
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Sistematika Penulisan RPJMD 1/3

Bab | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2.  Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3.  Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

Bab Il Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah

2.2 Pelayanan Umum

2.3 Ketertiban dan Ketentraman

2.4 Ekonomi

2.5 Lingkungan Hidup

B 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7  Kesehatan
2.8 Pendidikan
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2.9

2.10
2.11
2.12
2.13

Sistematika Penulisan RPJMD

Pariwisata dan Budaya

Pendidikan

Perlindungan sosial

Keuangan Daerah

Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah

Bab Ill Tinjauan Terhadap Dokumen

3.1
3.2

3.3
3.4

Perencanaan Terkait

RPJM Nasional

RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)

RPJM Provinsi

RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan

4.1
4.2
4.3

Daerah

Visi

Misi

Agenda (apabila ada)

2/3

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan

5.1
5.2
5.3

5.4

Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.

Tujuan

Strateqi

Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)

Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan Daerah

6.1

Untuk masing-masing program perlu
dicantumkan nama program, tolok ukur dan
target kinerja capaian program dan pagu
indikatif

Program Pembangunan

6.1.1 Program SKPD

6.1.2 Program Lintas SKPD

6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
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6.2

Sistematika Penulisan RPJMD

Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

7.1

7.2

7.3

7.4

Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif

Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD

Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD

Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPIJMD

3/3

Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing
fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)

Proyeksi Fiskal Daerah
Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
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Contoh: Outline RPJMD DKI

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi Geografis

Kondisi Demografi

Sumber Kekayaan Alam

Kondisi menurut Aspek Kehidupan
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB IIl VISI DAN MISI

Visi

Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah
Pendekatan

BABV ARAH KEBIJAKAN UMUM
PEMBANGUNAN DAERAH

= Urusan Wajib

» Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

KEUANGAN DAERAH

=  Umum

= Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

= Arah Kebijakan Belanja Daerah

» Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

=  Program Dedicated

=  Program menurut Urusan Pemerintahan

=  Program Kewilayahan

BAB  VIII PENUTUP

dadang-solihin.blogspot.com
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Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator Target RPIJMD Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

|-

| —
) S—
.

5

AN
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Penyelarasan Sasaran Pokok

|. Sasaran Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

3. Indeks Gini

4. Kepesertaan Program SJSN
Ketenagakerjaan
- Pekerja Formal

- -Pekefjalnformal
Dst...
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Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Wilayah

2015 2016 2017 2018 2019
DKI Jakarta 5.4 6.5 7.2 7.3 7.9
Jawa Barat 9.5 6.6 7.1 7.8 7.7
Banten 4.9 5.6 6.4 6.8 7.7
Jawa Tengah 5.7 6.7 7.1 7.5 7.7
D.l Yogyakarta 5.3 5.9 6.1 6.4 6.5
Jawa Timur 6.2 6.6 7.1 7.3 7.9
Bali 7.5 7.3 7.8 8.3 8.6

dadang-solihin.blogspot.com
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Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah

Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Tingkat Kemiskinan (Persen)

Wilayah

2015 2016 2017 2018 2019
DKI Jakarta 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5
Jawa Barat 8.9 8.2 7.6 6.9 6.3
Banten 5.3 4.9 4.5 4.1 3.7
Jawa Tengah 13.1 12.2 11.3 10.4 9.5
D.l Yogyakarta 13.8 12.8 11.8 10.9 9.9
Jawa Timur 12.0 11.2 10.4 9.6 8.7
Bali 4.0 3.7 3.5 3.2 2.9
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Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah
Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Tingkat Pengangguran (Persen)
Wilayah

2015 2016 2017 2018 2019
DKI Jakarta 9.3 9.1 8.8 8.5 8.3
Jawa Barat 8.6 8.3 8.0 7.7 7.4
Banten 9.6 9.2 8.8 8.4 8.0
Jawa Tengah 5.4 5.2 5.1 4.9 4.7
D.l Yogyakarta 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3
Jawa Timur 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5
Bali 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6
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Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat

Kegiatan Jawa-Bali 2015-2019

Pusat Kegiatan dalam RTRWN

PKN PKW PKSN
Kawasan Perkotaan Pandeglang (11/B)
Jabodetabek (1/C/3)
Serang (I/C/1) Rangkas Bitung (11/B)

Cilegon (I/C/1)

Kawasan Perkotaan Bandung | Sukabumi (1/C/1)
Raya (I/C/3)

Cirebon(1/C/1) Cikampek — Cikopo (1/C/1)

Pelabuhanratu (I1/C/2)

Indramayu (I11/C/1)

Kadipaten (lI/C/2)

Tasikmalaya (1/C/1)

Kab Ciamis (lI/C/2)
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Perkeretaapian Diperuntukkan bagi
Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN

RPJMD
Prov Banten

RPJMD
Kab Serang

. Revitalisasi Jaringan KA Rangkasbitung-
Saketi-Malimping-Bayah

. Revitalisasi Jaringan KA Saketi-Labuhan

. Pembangunan jalur ganda KA dan
elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung -
Merak

. Pembangunan jalur KA antara Tonjong -
Pelabuhan Bojonegara

. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung -
Labuan

. Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer
Kidul
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PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN

RPIJMD

Prov Banten

RPJIJMD

Kab Serang

. Pengembangan Sistem Transit dan Semi

BRT Kota Tanggerang*

. Pengembangan Sistem Transit dan Semi
BRT Kota Tanggerang Selatan*
. Pengembangan Sistem Transit dan Semi

BRT Kota Serang*
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PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN

RPJIJMD

Prov Banten

RPJMD
Kab Serang

1. Pembangunan Termina

Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta
2. Pembangunan Bandara Banten Selatan

| 3 dan
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PERHUBUNGAN LAU

RPJMN

RPJMD

Prov Banten

RPJMD

Kab Serang

1. Pembangunan Pelabuhan Petikemas

Bojonegara
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JALAN

RPJMD RPJMD
P Prov Banten| Kab Serang
. Pembangunan Jalan Cikande -
Rangkasbitung
. Pembangunan Jalan Cikande — Serang —
Cilegon

. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung
banten - Bayah

. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung -
Sumur (24 Km)

. Pembangunan Jalan Tol Serpong-
Balaraja

. Pembangunan Jalan Lintas Selatan
Banten
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ASDP

RPJMN

RPJIJMD

Prov Banten

RPJIJMD

Kab Serang

. Pengembangan Dermaga

Penyeberangan Merak

. Pengembangan Dermaga

Penyeberangan Merak

Dermaga 7

Dermaga 4
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KETENAGALISTRIKAN

RPJMN

RPIJMD

Prov Banten

RPJMD
Kab Serang

a bk ow0wbdE

PLTU Jawa-5 2000 MW

PLTU Jawa-7 2x1000 MW

PLTU Jawa-9 600 MW

PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 3 500 MW
Pengembangan jaringan transmisi dan
distribusi
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TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMD RPJMD
RPJMN Prov Kab Serang
Banten

1. Pembangunan Serat Optik antar
seluruh kabupaten/kota

2. Pengembangan transmisi penyiaran
TVRI
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SUMBER DAYA AIR

RPJMN

RPJMD
Prov Banten

RPJIJMD

Kab Serang

. Pembangunan Waduk Sindang Heula
Kab. Serang

. Pembangunan Waduk Karian Kab.
Lebak

. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air
Bendung Pasar Baru Tangerang

. Pembangunan/Peningkatan Jaringan
Irigasi D.l. Cisadane

. Pembangunan Saluran Pembawa Air
Baku Waduk Karian

. Rehabillitasi Jaringan Irigasi Teluk Lada
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PENDIDIKAN

RPJMN

RPJMD
Prov
Banten

RPJIJMD

Kab Serang

. Pembangunan gedung untuk
peningkatan akses pendidikan
menengah SMA/SMK (lebak,
pandeglang dan Kab.Serang)

. Pembukaan akademi
komunitas/politeknik jurusan industri
logam, petrokimia, alas kaki, makanan,
dan tekstil

. Pengembangan pembangunan kampus
baru Untirta

. Pengembangan fakultas kedokteran
Untirta

dadang-solihin.blogspot.com

56



KESEHATAN

RPJMN

RPJMD
Prov Banten

RPJMD
Kab Serang

COE SIS

~

Pengembangan RS rujukan regional
Banten

Pengembangan RS tipe D (RS Malimping)
Pembangunna RS Jiwa Banten
Pembangunan pusat rehabilitasi narkoba
Peningkatan screening dan pengobatan
pasien HIV dan AIDS

Penguatan program KB

Peningkatan jumlah PLKB

Penguatan kelembagaan khusus yang
menangani kependudukan dan KB
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PERUMAHAN

RPJMN

RPJMD
Prov Banten

RPJIJMD

Kab Serang

. SPAM wilayah Serang,
Tangerang

. Penanganan kawasan kumuh Kota

Tangerang, Kabupaten

Kab Tangsel, Kota Cilegon, Kota Serang,

Kab Serang

. Penataan kawasan Banten Lama

dan wilayah

tangerang, dan
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Penyelarasan RPJMD-RPJMN

dalam Multilateral Meeting

Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing

N o oA wN

Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. -

Kedaulatan pangan
Kedaulatan enerqgi
Kemaritiman
Industri/Kawasan Industri
Pariwisata

Revolusi mental
Kawasan Perbatasan

dadang-solihin.blogspot.com 60



1. Kedaulatan Pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan &

Kemen Agraria & TTR; Kemen P ‘ pembukaan
1 juta lahan
sawah baru
Reforma agraria .
9 juta Ha Perbalkaq dan
pemb. Jaringan

irigasi, Kemen PU;
bendungan, Kementan

pasar, dan
sarpras emendag;
transportasi Pemda

Pengendalian

Kemendag;
impor pangan

Kemen Pertanian

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

Peningkatan

kemampuan
Stop konversi

Kemen Pertanian; :
. . petani
Kemen Perindustrian; Pemb. lahan produktif | Kemen Agraria & TTR
Pemda Agribisnis KEDAULATAN
kerakyatan
PANGAN

Pemulihan

. kualitas Kemen Pertanian;
- Pendlrlap bank kesuburan . !

Bank Indonesia; pertanian & lahan; 1000
Kemen Koperasi M Desa Mandiri 3UMDes- Dana Desa)

Gudang dgn p

- Benih
fasilitas
pengolahan
pasca panen

di sentra
produksi;

Kemen Pertanian;
Kemen BUM

dadang-solihin.blogspot.com
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2. Kedaulatan Energl

Kemen ESDM;
Kemen BUMN

Kemen ESDM; - b \
Kemen BUMN; Peningkatan Pembangunan | Tata kelola yg
Kemendag; produksi n_unyak kilang migas efektif & efisien Kemen ESDM;
’ industri migas \ Kemen BUMN;
dan energi (a.l | .
kontrak  SKK Migas

) / bumi
Pertamina | memperpanjangu | \\
\ sia sumur2 tua | |
| dan Pengendali / L pembelian | Pertamina, PLN, PGN

\
dalian _
impor minyak minyak jangka
menengah)

Kemen Keuangan;/ o Percepatan

Kemen ESDM; Pembangu

Kemen BUMN ;/ Sistem fiskal yg \\ | Pembangkit listrik \ Kemen ESDM;
dan peningkatan \ Kemen BUMN;

‘ flexibel

Pengalihan
Transportasi ‘
/| berbasis BBM \

Kemen ESDM; [
Kemen Perhubungan \ ke gas
\ (percepatan

Kemen Perindustrian
Pembangunan
SPBG)

Penggunaan Batu / PLN; PGN

bara dan Gas utk
\{)dukm LISW
s / \ Kemen ESDM;
\ Kemen Keuangan

Realokasi
subsidi BBM ke \Kemen BUMN

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

KEDAULATAN
ENERGI

\

bnofuel/ Kementan
/Pemngkat}

/ \
Kemen ESDM; ‘/ Iklim investasi \‘ kapasitas
em=Kguangan; | migas yg tangki/minyak
\ ondusit mentah, BBM, Kemen ESDM;
Pengembangan dan LPG . ’
energi baru & Pertamina
terbarukan
Kemen ESDM;
Kemen BUMN; Kemen Ristek -
62
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3. Kemaritiman

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen H
Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbanka

Peningkatan
kapasitas dan
pemberian akses
terhadap sumber

) modal, sarana Pembangunan
Peningkatan produksi, 100 sentra
Kemen KP produksi infrastruktur, perikanan shg Kemen KP; Kemen Hub
perikanan dua teknologi dan tempat n BUMN:
Kali lipat (40-50 pasar pelelangan tkan ’
; terpadu dan
juta ton per pembangunan 24
pelabuhan

tahun pada thn
strategis

2019

Kemen KP;

POLRI;
men Hukum HAM;

Pemberantasan
illegal,
unregulated
dan unreported

Mendesain tata
ruang wilayah
pesisir dan lautan

BAPPENAS : KOORDINASI

Kemen KP; yg mendukung
kinerja PERENCANAAN
pembangunan MENKO : KOORDINASI fishing (IIU)
PELAKSANAAN

maritim dan
perikanan

emen Agraria & TTR;

PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN

~ Mengurangi
intensitas

penangkapan di

Penerapan best

Kemen KP; aquq—culture
practices untuk kawasan
underfishing
sesuai batas

komoditas-
komoditas
unggulan

Kemen Ristek DIKTI
kelestarian

Peningkatan luas
Penguatan

kawasan konservasi
perairan berkelanjutan
el keamanan laut, Kemen Han
Kemen KP; (17 ) daerah
’ penambahan kawasan Kemen KP:
konservasi 700 ha dan perbatasan dan r
rehab. Kerusakan pengamanan Kemen Dagri;
KemenLu.

lingkungan pesisir & SDA dan ZEE

laut

emrenH & Hut;

63
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5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata

Kemen Pariwisata; Kemen PU;

Kemen Perhubungan; Kemen BUM

Percepatan
Pembangunan

L. Akses
Kemen Pariwisata; - Transportasi Percepatan Kemen Pariwisata;
Pemda Pl s Pembangunan
Jumlah Investor

Kominfo;

. Akses Informasi
Nasional

dan Komunikasi

Kemen Pariwisata; Kebijakan

Peningkatan Kemen Pariwisata;
emen Keuangan; Anggaran BAPPENAS : KOORDINASI Infrastruktur an Budaya Dikdasmen;
Pembangunan PERENCANAAN Pengembangan
Pemda Pariwisata MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

Budaya Lokal ’
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN POTENSI

PARIWISATA

Percepatan
Keterlibatan Pengecrlr;:angan
Kemen Pariwisata; Masyarakat Pengelolaan Kemen Pariwisata;
Lokal dalam oman BUMN:
Pemda Kawasan ’
Pengelolaan we ( d
: Pariwisata Pemda
Lokasi (intersull
Pariwisata S
tourism)

Peningkatan
Pengembangan Kualitas SDM
Kemen Koperasi &UKM; Ekonomi Kreatif Masyarakat T
Kemen Pariwisata; Berbasis pada Lokal /Sekitar Kemn a;r:;tii’dasmen-
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; 2 LT Objek Wisata Y '
G
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6. Revolusi Mental

Kemendag, Kemen Industri,

Kemen Pariwisata, Kemen KUKN
Kemen BUMN, Kemen K

Peningkatan
kemandirian

ekonomi & daya
saing bangsa

Kemendagri,

Kemenag,
Kemensos, Pembangunan
Kemenkominfo Peningkatan ez Kemendikbud,
! peran lembaga yang KemRistek & Dikti
Kemenpora, sosial, agama b?(rkl;]aéltas dan emRiste ikti,
> ! .' ebudayaan I arnens
Kemen PP & PA, keluarga,_medla yang memacu g
BKKB publik daya cipta & Pemda

inovasi

BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

REVOLUSI MENTAL

Peningkatan

Kemendikbud,
daeri Pengembangan GUNA PENINGKATAN kepatuhan &
Kemendagri, kepribadian & penegakan Kemenkumham,
L KUALITAS MANUSIA DAN hukum dan
Kemensos, peneguhan jati : Polri_Kejagung, KPK
> diri bangsa MASYARAKAT reformasi "Q2stine ’
@ lembaga Pemda
peradilan

Perkuatan

Kemensos, Pemanfaat.an kelembagaan
. Modal Sosial politik &
Kemendikbud, dan Modal reformasi Kemendagri, Kemen PAN & RB,
Budaya birokrasi KPK{ Pemda

pemerintahan

Kemen Desa, Trans, PDT,
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= Kemenhub:;

7. Pembangunan Daerah Tertinggal

= Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

» _kemendagri;
Penguatan

Kelembagaan
Pemerintah

Daerah

Kemen Desa, PDT &
Transmigrasi;

Kemendag; Pengembangan
Kementan; Ekonomi Lokal P;g‘:l::ll::ln
Kemen KUKM; Daerah e
KKP; Tertinggal
Kemenperin;

BAPPENAS : KOORDINASI

PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL

Kemen Desa,

PDT & Peningkatan I if
: . Aksesibilitas nsenti

Transmigrasi; Daerah Investasi

Kemen PU & Tertinggal

Pera;

Peningkatan
SDM dan = Kemen Desa, PDT &
Iptek di Transmigrasi;
Daerah

Kemedikdasbud;
Kemenditi & Ristek;

u AAN eS;

dadang-solihin.blogspot.com

Tertinggal

= Kemen Desa, PDT &

Transmigrasi;

= BKPM;

= Kemen Keuangan;
= Kemendagri;

= Kemenperin;
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